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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perizinan Terhadap Usaha Mikro Sebagai Sarana Penataan
Dan Penegakan Hukum (Studi Di Kabupaten Ogan [lir)”. Penelitian ini
merupakan penelitian Normatif Empiris. Tujuan penelitian ini ialah untuk
menganalisis prosedur perizinan usaha mikro dan pelaksanaan perizinan usaha mikro
telah menjadi sarana penataan dan penegakan hukum di Kabupaten Ogan Ilir. Hasil
penelitian ini adalah prosedur perizinan usaha mikro di Kabupaten Ogan Ilir
menggunakan regulasi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98
Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Dari hasil penelitian
tersebut dapat disimpulkan pertama, prosedur perizinan usaha mikro di Kabupaten
Ogan Ilir dilakukan dengan cara mendaftarkan di Kecamatan dengan melengkapi
persyaratan yang telah ditentukan. Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir
telah menjalankan aturan megenai perizinan usaha mikro demi terlaksananya
penegakan hukum dan perizinan tersebut dijadikan sebagai sarana penataan demi
terciptanya ketertiban dan menjalankan perizinan tersebut sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Perizinan, Penegakan Hukum, Usaha Mikro.

Pembimbing Utama Pembimbing Pembpntu
§ d
Dr. Ridwan, S.H., M. Hum. . Hel M
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Kamus Hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai
perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan
pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan
pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal
yang sama sekali tidak dikehendaki.'

Pembuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan suatu tindakan dari
hukum pemerintahan. Sebagai suatu tindakan hukum, perlu adanya wewenang yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan alau harus berdasarkan pada asas
legalitas. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah
didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut keputusan izin terebut
menjadi tidak sah.”

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah. Usaha Mikro ini berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi,
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, keseimbangan kemajuan dan, kesatuan ekonomi nasional. Bertujuan

menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun

" Ridwan HR, /lukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.198
? ibid., hlm 203



perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Kriteria

dart Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah). Ciri-cirt Usaha Mikro antara lain:

)

2)

3)

4)

6)

Jenis barang/komoditi usahanya tidak sclalu tctap, scwaktu-waktu dapat
berganti;

Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah
tempat;

Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan
tidak memisahkan kcuangan keluarga dengan keuangan usaha;

Sumber daya manusianya (pcngusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha
yang memadali;

Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah, dan;

Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka
sudah akses ke lembaga keuangan non bank.

Beberapa contoh yang termasuk kedalam Usaha Mikro ialah usaha tani

pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya, industri

makanan dan minuman, industri pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi

pembuat alat-alat. Juga peternakan ayam dan perikanan, usaha jasa-jasa sepertt

perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi). Usaha perdagangan

7 Aries Heru Prasetyo, Sukses Mengelola Kevangan Usaha Mikro Kecil Menengah, PT Elex
Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm.54



seperti kaki lima serta pedagang di pasar juga termasuk kedalam golongan Usaha
Mikro.

Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur UMK yaitu Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU
UMKM) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
pada 4 Juli 2008". Peraturan pelaksanaan UU UMKM dikeluarkan pada 1 Maret 2013
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UU
UMKM mengatur perizinan usaha sebagai salah satu aspek yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 7 ayat (1) huruf e UU
UMKM secara lengkap menyatakan:

1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan
menetapkan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang meliputi
aspek:

pendanaan;

sarana dan prasarana;
informasi usaha;
kcmitraan;

perizinan usaha;
kesempatan berusaha;

~0o A0 TP

promosi dagang; dan
dukungan kelembagaan.

= 0

* Monika Suhayanti, “Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Dari
Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Penclitian Badan Kcahlian DPR
RI Jakarta, (Jakarta: Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara | Lantai 2 JI. Jenderal Gatot
Subroto Jakarta, 2016), hlm. 237, t.d.



2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu
menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
UMKM dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
Bukti legalitas usaha untuk UMKM diberikan dalam bentuk surat izin usaha, tanda
bukti pendaftaran, atau tanda bukti pendataan. Surat izin usaha diberlakukan pada
Usaha Kecil nonperseorangan dan Usaha Menengah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tanda bukti pcndaftaran diberlakukan pada Usaha Keccil perscorangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan tanda bukti
pendataan diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketenluan peraturan
perundang-undangan. Surat izin usaha dapat diberlakukan pada Usaha Mikro dan
Usaha Kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral,
kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan
nasional lainnya yang diatur dengan undang-undang.’

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014
Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil bahwa Usaha Mikro harus memiliki
izin usaha dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana
pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.
Ada pun tujuan dari memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah untuk
mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah
ditetapkan, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan

kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank, dan

* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 Tentang Usaha Mikro, Keeil, Dan Mcenengah Pasal 36



mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah
dan/atau lembaga lainnya.

Prinsip pemberian IUMK menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, antara lain yaitu prosedur sederhana, mudah
dan cepat; keterbukaan informasi bagi pelaku mikro dan kecil; dan kepastian hukum
dan kenyamanan dalam usaha tanpa biaya, retribusi maupun pungutan lainnya.

Kedua peraturan terscbut juga mengatur mengenai  pendelegasian
kewenangan pemberian [UMK baik dari Menteri kepada Gubernur, Gubernur kepada
Bupati/Walikota, maupun dari Bupati/Walikota kepada camat bahkan dalam kondisi
tertentu dapat didelegasikan dari Camat kepada ILurah/Kepala Desa dengan
mempertimbangkan karakteristik wilayah. Proses pemberian TUMK diterbitkan
paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran
diterima, lengkap dan benar serta tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan
]ainnya.6

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Usaha Mikro seharusnya memiliki

izin usaha (IUMK) karena banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh pelaku
usaha. Dalam Pasal 4 Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2004
Tentang Pedoman Pemberian lzin Usaha Mikro dan Kecil yang berisi tujuan
pedoman pemberian IUMK yaitu:

1) Mecndapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang
telah ditetapkan;

® Sckretariat Kabinct Republik Indoncsia, “Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Didelegasikan Ke
Daeralt”, https://setkab.go.id/perizinan-usaha-mikro-dan-kecil-didelegasikan-ke-daerah/ (diakses pada
19 licbruari 2019, pukul 00.35 WIB).



2) Mecndapatkan pcndampingan untuk pcngembangan usaha;

3) Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan
bank dan non-bank; dan

4) Mecndapatkan kemudahan dalam pcmberdayaan dari  pemcrintah,
pemerintah daerah dan/alau lembaga lainnya.

Di Kabupaten Ogan Tlir banyak kegiatan Usaha Mikro yang dilakukan oleh
masyarakat seperti industri warung rumahan, kerupuk kemplang, bengkel sepeda,
[otokopi dan Usaha Mikro lainnya. Terdapal jumlah sebanyak 17.955 pelaku Usaha
Mikro di Kabupaten Ogan llir pada tahun 2018 berdasarkan data dari Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan [lir.

Target pertumbuhan 1000 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan
Usaha Kecil Menengah (UKM) diwilayah Kabupaten Ogan llir, Sumatera Selatan,
untuk mcmpcercepat terwujuinya kescjahteraan masyarakat didacrah itu, tahun 2017
mulai dilaksanakan. Menurut keterangan dikalangan aparatur Pemerintah Kabupaten
Ogan llir, UMKM dan UKM tersebut sudah ditargetkan tumbuh setiap tahun
scbanyak 1000 pengusaha, mcrupakan pilar ke 2, bisnis (pihak swasta) dengan
capital power dari dari 4 pilar yang digagas Bupati Ogan Ilir H.M. [lyas Panji Alam.
Tujuan Bupati untuk mempercepat terwujutnya kesejahteraan rakyat yang
dipimpinnya.®

Seperti yang telah dijelaskan bahwa Usaha Mikro harus memiliki izin
usaha yaitu [UMK untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan usaha bagi
para pclaku usaha. Namun, di Kabupaten Ogan Ilir masih banyak para pelaku usaha
Usaha Mikro yang belum memiliki IUMK. Padalah izin kepada pelaku usaha mikro
dilakukan secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar.,
Sclain itu, akses pelayanan juga dipermudah, yakni dengan mendckatkan
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil

’ Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM, “Usaha Mikro Kecil Dan Menengah”
http://perindagkop.oganilirkab.go.id/p/umkm.htm! (diakses pada 16 Maret 2019, pukul 06.40 WIB)

¥ Syafaruddin, “Bupaii [lyas, Modal Tanpa Bunga Dan Anggunan Di Ogan lir”,
https://indonesiana.tempo.co/read/107105/2017/01/21/mediaperjuangan/bupati-ilyas-modal-tanpa-
bunga-dan-anggunan-di-ogan-ilir (diakses pada 18 Marct 2019, pukul 06.00 W1B3)



mclalui pendclegasian wewenang kepada perangkat dacrah kabupaten/kota yang
terdekat dengan pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu camat.’

IUMK diberikan kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi persyaratan
yang akan ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pemberian IUMK kepada usaha mikro dibebaskan
atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan
]ainnya.10

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis berkeinginan untuk
mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan perizinan terhadap usaha mikro di
Kabupaten Ogan llir sebagai sarana penataan dan penegakan hukum dengan judul :
PERIZINAN TERHADAP USAHA MIKRO SEBAGAI SARANA PENATAAN
DAN PENEGAKAN HUKUM (STUDI DI KABUPATEN OGAN ILIR

SUMATERA SELATAN)

® Sekretariat kabinet Republik Indonesia, “Sederhanakan Perizinan, SBY Teken Perpres PTSP
dan  TUMK?”, http://setkab.go.id/sederhanakan-perizinan-sby-teken-perpresptsp-dan-iumk/  (diakses
pada 18 Marct 2019, pukul 06.25 WIB).

1% peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil
Pasal 3 ayat (4)



B. Rumusan Masalah
Dart uraian yang dimuat dalam latar belakang permasalahan di atas, yang
menjadi pokok permasalahan yang hendak dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah prosedur perizinan Usaha Mikro di Kabupaten Ogan Ilir sudah
memenuhi legalitas dan kepastian hukum yang telah ditentukan oleh
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 20147

2. Apakah pelaksanaan perizinan Usaha Mikro telah menjadi sarana penataan
dan penegakan hukum di Kabupaten Ogan 11ir?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis prosedur perizinan Usaha Mikro di Kabupaten Ogan
Ilir.

2. Untuk menganalisis pelaksanaan perizinan Usaha Mikro telah menjadi
sarana penataan dan penegakan hukum di Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan memberi manfaat baik
secara teoritis maupun secara praktis.
1. Manfaat Teoritis
Dapat memberikan sumbangan pemikiran baik bagi Pemerintah
Daerah maupun pelaku Usaha Mikro mengenai pentingnya

pelaksanaan perizinan terhadap Usaha Mikro. Hasil penelitian ini juga



dapat memberikan literatur dan sumber pengetahuan bagi para peneliti
dan akademisi selanjutnya yang akan membahas kajian yang sama
terkait dengan pembahasan mengenai pelaksanaan perizinan.
2.  Manfaat Praktis
Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi bahan pertimbangan
bagi pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi mengenai
pelaksanaan perizinan dari IUMK bagi para pelaku Usaha Mikro, dan
bagi para pelaku Usaha Mikro dapat dijadikan sebagai acuan untuk
mendaftarkan usahanya agar memiliki [IUMK.
E. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian dari permasalahan tersebut mengarah kepada
kajian mengenai prosedur dan pelaksanaan perizinan Usaha Mikro di Kabupaten
Ogan llir dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014
Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil; dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan

Kecil.
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F. Kerangka Teori

Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan Tentang perizinan
terhadap usaha mikro sebagai sarana penataan dan penegakan hukum di Kabupaten
Ogan llir, maka penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut :

1. Teori Perizinan

Pcrizinan adalah pcmberian Icgalitas kepada scscorang atau
pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda
daftar usaha. Izin 1alah salah satu instrumen yang paling banyak
digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah
laku para warga.'' Selain itu izin juga dapat diarlikan sebagai
dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat
juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:'?

a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang

lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan
untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.

b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali
diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang
disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan
batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari larangan, persetujuan

yang merupakan dasar kekecualian (izin), dan ketentuan-ketentuan

B Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993, him.2.
2 ibid., hlm. 2-3
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yang berhubungan dengan izin. Terdapat istilah lain yang memiliki

- .. . 13
kesejajaran dengan izin yaitu: ~

d.

Dispensast  1alah  keputusan  administrasi  Negara  yang
membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang
menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-
undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa
(relaxation legis).

Lisensi adalah suatu suatu izin yang meberikan hak untuk
menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk
menyatakan suatu izin yang meperkenankan seseorang untuk
menjalankan suatu perusahaan denngan i1zin khusus atau istimewa.
Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan
yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali
sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah,
tetapt pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada
konsesionaris (pemegang 1zin) yang bukan pejabat pemerintah.
Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi
dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta

Syarat-syarat tertentu.

¥ Ridwan HR, [lukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,

hlm.196-197
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Teori Kewenangan

Wewenang adalah pengertian yang berasal dart hukum
organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan
aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan
wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan
hukum publik."

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa setiap tindakan
Pemerintah disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah dan
diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat."
[ndroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber
dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi'® :

a. Atribusi

Atribusi adalah pemberian kewcenangan olch pembuat
undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, baik yang
sudah ada maupun baru sama sekali.

b. Delegasi

Dclegasi adalah penycrahan kewenangan yang dipunyai
pemerintahan kepada yang lain. Kewenangan yang telah diberikan
olch pemberi dclegasi  sclanjutnya menjadi  tanggung jawab
penerima wewenang.

14 Ridwan HR, op.cit., hIm.98

' ibid., hlm. 109.
18 ibid., hlm. 104.
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¢. Mandat

Mandat lebih scring diartikan scbagai pclimpahan
wewenang kepada bawahan, akan tetapi tanggung jawab tidak
berpindah kepada mandataris melainkan masih berada pada
pemberi mandat. Oleh karena itu akibat hukum yang ditimbulkan
oleh mandataris menjadi langgung jawab pemberi mandat.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua
pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat
individu mengetahui perbuatan yang bolch dan tidak bolch dilakukan,
dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karcna dengan adanya aturan yang bersifat umum itu
individu dapat mengctahui apa saja yang bolch dibcbankan atau
dilakukan oleh negara kepada individu.'’

Kepastian Hukum dalam artian undang-undang maupun suatu
peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh
pemerintah. Kepastian Hukum berarti setiap orang dapat menuntut
agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa
sctiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum
juga.'®

G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk
melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi,
metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara

saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian™ adalah suatu kegiatan

Y Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari lmu [lukum, Bandung: Citra Aditya, 1999, hlm 23
" Achmad Ali, Menguak Tabir 1lukum (Sua Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta : Toko
Gunung Agung, hlm 82
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untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun
laporannya.

Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan
sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang
sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.'

Penclitian hukum adalah scgala aktifitas scscorang untuk mcnjawab
permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-
asas hukum, dan norma-norma hukumnya yang hidup dan berkembang di
masyarakat.”’ Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan
menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatil, penelitian hukum empiris atau
normatilterapan, dan penelitian hukum empiris.Z' Adapun metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penclitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka jenis penelitian yang akan
digunakan adalah Penclitian Hukum Normatif Empiris. Penclitian
hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis
dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi,
lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas
dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat
aspck terapan atau implementasinya.”” Penclitian cmpiris adalah
penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota
masyarakat dalam hubungan hidup 'bermasyara'kat.zz

1 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Jakart a, Bumi Aksara,
2006

** Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung : CV. Mahdar Maju, 2008, him.
3.

' Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Metode Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004. hlm. 52.

22 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2004, hlm 101.

% jbid., hlm 155
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2. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian
i1 adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki
kekuatan mengikat.” Bahan hukum primer dalam penelitian ini

terdiri dari:

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014
Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.

4) Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pemberian 17in Usaha Mikro dan Kecil.

Didukung dengan bahan hukum yang diperoleh secara
langsung dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kabupaten Ogan Ilir dan Instansi terkait di Pemeritah

Kabupaten Ogan Ilir dan pelaku Usaha Mikro.

' Amiruddin dkk, Pengantar Melode Penelitian Iukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2003, hlm 31.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang
menjelaskan dart bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku
yang ditulis oleh para ahli hukum, doktrin atau pendapat para ahli
hukum terkait dengan penelitian ini, jurnal perizinan dan usaha
mikro dan kecil, hasil penelitian, dan internet.
¢. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, majalah hukum.”
Bahan tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk

menunjang data sekunder yang berasal dart studi kepustakaan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Pengumpulan bahan hukum dalam penclitian ini memakai teknik
studi kepustakaan (studi dokumen) dimana dilakukan dengan
mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan topik
pcrmasalahan yang dibahas dalam penclitian ini, scperti peraturan
perundang-undangan, literatur-literatur, makalah, artikel, data
statistik, dan Jain-lain,*¢

b. Studi lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan

dengan menggunakan teknik interview atau wawancara kepada dua

2 Nico Ngani, Merodologi Penelitian dan Penelitian [lukum, Cctke-1, Jakarta : Pustaka
Yudistia, 2012, hlm. 78-79.
26 Moh.Nazir, Metode Penelitian, Ghlmia Indoncsia, Jakarta, 2003, hlm. 45.
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orang dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Ogan llir dan dua orang dari pelaku Usaha Mikro di
Kabupaten Ogan Ilir. [nterview atau wawancara merupakan tanya
jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara
langsung. Dalam proses interview atau wawancara ada dua pihak
yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi
sebagal pencari informan atau interviewer sedangkan pihak lain
berfungsi sebagai pemberi informan atau responden.
Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini memakai
metode deskriptif kualitatif, yaitu penerapan terhadap masalah serta
usaha pemecahannya, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang
seluas mungkin ruang lingkupnya.”’

Analisis data dilakukan dcngan menggunakan pendckatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis
(analytical approach). Pendekatan perundang-undangan berarti
mclakukan  pengkajian  peraturan  perundang-undangan  yang
berhubungan dengan tema penelitian, yaitu berkaitan dengan Perizinan
Usaha Mikro. Adapun pendekatan analitis berarli mengetahui makna
yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan
perundang-undangan secara konsepsional sekaligus mengetahui
pencrapannya  dalam  praktik  dan  putusan-putusan  hukum.”®
Berdasarkan analisis data tersebut akan didapatkan kesimpulan sesuai
dengan permasalahan penclitian.

2
2

7 Socrjono Sockanto, Pengantar mu [Tukum, cct. 3, Jakarta : Ul Prcss, 1984, him. 32.
8 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian !lhukum Normatif, Malang: Bayumedia

Publishing, 2005, hal. 271-284.



18

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan akan diambil dengan mcenggunakan cara berpikir
deduktif, yaitu dengan cara berpikir mendasar pada hal-hal yang
bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Metode
deduktif dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan
kongkret mengenai kaidah yang benar dan tepal untuk diterapkan
untuk menyclesaikan  snatu  permasalahan  (perkara) tertentu.”’

? Bambang Sunggosono, Metodologi Penelitian lukum, Jakarta : Rajawali Pers, 2009, hlm. 71.
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